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P U T U S A N

Nomor 0321/Pdt.G/2017/PA.Smd.

  

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan

putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang

diajukan oleh :

Kustaniah  binti  Sholihin,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMK,

pekerjaan  Karyawati  Warung  Makan,  tempat  tinggal  di  Jalan

Girimulyo  RT.15  No.  30  Kelurahan  Tanah  Merah,  Kecamatan

Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Samsudin Noor bin Abd. Rasyid, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan

SMP, pekerjaan Pedagang daging, tempat tinggal di Jalan Citandwi

RT.24 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota

Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  Gugatannya  bertanggal  16  Februari

2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan

register  Nomor  0321/Pdt.G/2017/PA.Smd.  tanggal  16  Februari  2017,  telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari  Jum'at  tanggal  20  Juni  2003  M.  bertepatan  dengan  tanggal  21

Rabiulakhir  1424  H.,  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada
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Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Samarinda  Utara,  Kota  Samarinda,

sebagaimana  tercantum  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

688/101/VI/2003 tanggal 21 Juni 2003;

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di rumah sewaan di jalan Ruhui Rahayu, Kota Samarinda selama 5

tahun,  kemudian  pindah  ke  rumah  nenek  kandung  Penggugat  di  jalan

Girimulyo, Kota Samarinda selama 3 tahun dan terakhir pindah ke tempat

kediaman  bersama  di  jalan  Girimulyo  RT.15  No.  30  Kelurahan  Tanah

Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda selama 3 tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2

orang anak bernama :

a. Tuti Nurhasanah, lahir di Samarinda tanggal 16 Maret 2004,

b. Nuralamsyah, lahir di Samarinda tanggal 06 Februari 2009 dan kedua

anak  tersebut  secara  berganti-gantian  berada  dalam  asuhan

Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa  sejak  bulan  Desember  tahun  2015  mulai  tidak  rukun,  antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  dikarenakan

Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam

masalah  gaji/penghasilan,  maupun  sistem  pengelolaannya.  Apabila

Penggugat  menanyakannya  kepada  Tergugat  tentang  penghasilannya,

namun Tergugat hanya berkata kalau perempuan gak usah ikut campur,

coba cari uang sendiri dan jangan minta terus. Akibatnya kebutuhan rumah

tangga  menjadi  kurang  dan  untuk  mencukupinya  Penggugat  bekerja

sebagai  karyawati  warung  makan  dan  Penggugat  juga  dibantu  oleh

orangtua Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga,

dengan memberi  pengertian kepada Tergugat bahwa keterbukaan dalam

hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu penggugat

selalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan

tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran
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dari  penggugat,  malahan  perselisihan  dan  pertengkaran  dengan  faktor

penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat  dengan

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, dan sejak itu pula

Tergugat  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  dan  sejak  saat  itu

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan  hubungan  perkawinan

bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke

Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Samarinda  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini,  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  sebagai

berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsudin Noor bin Abd.

Rasyid) terhadap Penggugat (Kustaniah binti Sholihin);

- Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;

                 Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditentukan Penggugat  dan

Tergugat   menghadap  sendiri  dipersidangan dan  oleh  Ketua  Majelis  telah

diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada kedua

pelah  pihak  dan  memberikan  kesempatan  kepada  kedua  belah  pihak

melaksankan  upaya  mediasi  dengan  Mediator  seorang  Hakim  Pengadilan

Agama  Samarinda  bernama  H.  Ali  Akbar,  SH.,  MH.,  akan  tetapi  usaha

perdamaian tersebut tidak berhasil;
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Bahwa  dipersidangan  berikutnya  yang  telah  ditentukan  dilanjutkan

dengan  pemeriksaan,  yakni  membacakan  surat  gugatan  Penggugat   yang

isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat,  namun  Penggugat  datang  dan

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

sah,  meskipun  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  sedangkan ketidak

hadiran Tergugat  tersebut  tidak  ternyata disebabkan suatu alasan yang sah

oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa dihadiri Tergugat;

Bahwa Tergugat  tidak  ada  menyampaikan  jawaban  terhadap  gugatan

Penggugat dikarenakan Tergugat  hanya datang di  persidangan mediasi  saja

selanjutnya  tidak  pernah  datang  lagi  di  persidangan, maka  pemeriksaan

perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  Gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Samarinda  Utara,  Kota  Samarinda, Nomor  :

688/101/VI/2003 tanggal 21 Juni 2003, yang isinya menerangkan telah terjadi

pernikahan   antara  Penggugat  dan  Tergugat,  fotokopi  tersebut  bermeterai

cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang

masing-masing bernama :

1. Ngadisem bin Sanistad, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpah

menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah

anak kandung dan Tergugat anak menantu ;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak sekitar bulan Desember 2015 yang lalu;

d. Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  secara  langsung

Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
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e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  dikarenakan masalah  ekonomi,  yakni Tergugat  sering  tidak

jujur/tidak  terbuka  dalam  hal  keuangan.  Apabila  Penggugat

menanyakannya  kepada  Tergugat  tentang  penghasilannya,  namun

Tergugat hanya berkata kalau perempuan gak usah ikut campur, coba

cari uang sendiri dan jangan minta terus. Akibatnya kebutuhan rumah

tangga  menjadi  kurang  dan  untuk  mencukupinya  Penggugat  bekerja

sebagai  karyawati  warung  makan  dan  Penggugat  juga  dibantu  oleh

orangtua Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, dan sejak itu

pula Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat

itu  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  kumpul  lagi  sampai

sekarang;

g. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Darimun bin Sanistad, umur 46 tahun,  agama Islam,  di bawah sumpah

menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah

keponakan dan Tergugat suaminya ;

b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang anak;

c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak sekitar akhir tahun 2015 yang lalu;

d. Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  secara  langsung

Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  dikarenakan masalah  ekonomi,  yakni Tergugat  sering  tidak

jujur/tidak  terbuka  dalam  hal  keuangan.  Apabila  Penggugat

menanyakannya  kepada  Tergugat  tentang  penghasilannya,  namun

Tergugat hanya berkata kalau perempuan gak usah ikut campur, coba
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cari uang sendiri dan jangan minta terus. Akibatnya kebutuhan rumah

tangga  menjadi  kurang  dan  untuk  mencukupinya  Penggugat  bekerja

sebagai  karyawati  warung  makan  dan  Penggugat  juga  dibantu  oleh

orangtua Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat  tersebut  terjadi  sekitar  empat bulan lalu,  dan sejak itu  pula

Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat  itu

antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  pernah  kumpul  lagi  sampai

sekarang;

g. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa  terhadap  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi,

sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir

lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di

persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah

dicatat  dan  termuat  dalam  berita  acara  persidangan,  maka  untuk

mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk

berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN   HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 154 Rbg jo pasal 82

ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat

(1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  tahun  2008,  Majelis  Hakim  telah
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memerintahkan  kedua  belah  pihak  untuk  menempuh  proses  mediasi,

berdasarkan  laporan  hasil  mediasi  yang  dibuat  oleh  mediator  H.Ali

Akbar,S.H,M.H.,  tanggal  02  Maret  2017 terbukti  para  pihak gagal  mencapai

kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  Penggugat  dan  pengakuan

Tergugat  serta  bukti  P  harus  dinyatakan  terbukti  Penggugat  dan  Tergugat

adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Juni 2003;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah

Tergugat  sering  tidak  jujur/tidak  terbuka  dalam  hal  keuangan,  baik  dalam

masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Apabila Penggugat

menanyakannya  kepada  Tergugat  tentang  penghasilannya,  namun  Tergugat

hanya berkata kalau perempuan gak usah ikut campur, coba cari uang sendiri

dan jangan minta terus. Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi  kurang

dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai karyawati warung makan

dan  Penggugat  juga  dibantu  oleh  orangtua  Penggugat  untuk  mencukupi

kebutuhan rumah tangga  ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pernah hadir dipersidangan mediasi

saja  dan belum  menyampaikan  jawaban,  sedangkan  untuk  persidangan-

persidangan selanjutnya tidak pernah hadir menghadap, dinyatakan Tergugat

tidak  menggunakan  hak  jawabnya  oleh  karena  itu  Tergugat  dinyatakan

mengakui  kebenaran  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  berdasarkan  ketentuan

pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup

dan  setiap  pengakuan  harus  diterima  seutuhnya,  oleh  karena  itu  harus

dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna,

akan tetapi  oleh karena perkara ini  adalah sengekata rumah tangga bidang

perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  untuk  memperteguh  dalil  gugatannya

telah menghadirkan saksi masing-masing bernama Ngadisem bin Sanistad dan

Darimun  bin  Sanistad,  yang  mana  keterangan  para  saksi  tersebut  telah

bersesuaian dengan gugatan Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  fakta  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  diatas  Majelis  Hakim  menilai  antara

Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih,

dengan  demikian  kewajiban  suami  isteri  sebagaimana  diamanatkan  dalam

pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh

Penggugat  dan  Tergugat,  harus  dinyatakan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga

yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan

dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1

tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh

Penggugat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga

yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua

belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai

tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal  1  Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur’an surah Ar-Rum

ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga

memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan

menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut

harus  dihilangkan  sebagaimana  kaidah  ushul  fiqh  yang  oleh  Majelis  Hakim

diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

Artinya : “Menolak  kerusakan  harus  didahulukan  daripada  menarik
kemaslahatan“;

Artinya : ”Kemudharatan itu harus dihilangkan“;

Dan  Pendapat  Fuqaha  seperti  yang  terdapat  dalam  Kitab  Mada  Hariyatur
Zaijain Juz I hal 83 : 
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Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap  tidak  bermanfaat  lagi  nasehat/perdamaian  dan

hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan

berarti  menghukum salah satu suami istri  dengan penjara yang

berkepanjangan,  ini  adalah  aniaya  yang  bertentangan  dengan

keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar

keterangan  keluarga  dan/atau  orang  dekat  dengan  Penggugat  sekaligus

sebagai  saksi,  sehingga  maksud  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah  Nomor 9  Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  yang  telah  diubah  dan   ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 3  Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 telah terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  alasan  perceraian  yang  diajukan  oleh

Penggugat  telah  terbukti  dan  memenuhi  alasan  hukum  sebagaimana

dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 dan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk

menambah  amar  putusan  yang  isinya  memerintahkan  Panitera  Pengadilan

Agama Samarinda  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  ini  kepada  Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  biaya  perkara  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  diubah  dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat,  pasal  49  Undang-Undang No.  7  tahun 1989  serta  segala

ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  dalil  syar'i  yang

bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Samsudin Noor bin Abd.

Rasyid),  terhadap Penggugat (Kustaniah binti Sholihin);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota

Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara  kepada Penggugat  sejumlah Rp.  346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu  rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari  Rabu,  tanggal  22 Maret 2017 Masehi,  bertepatan

dengan  tanggal   23  Jumadil  Akhir 1438   Hijriyah,  oleh  kami,  Drs.  H.

Fathurrachman, M.H. sebagai  Ketua Majelis,  Drs. Ahmad Ziadi dan  H. M.

Asy'ari,  S.Ag.,  S.H.,  M.H. masing-masing sebagai  Hakim Anggota.  Putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 22

Maret 2017  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  23  Jumadil  Akhir 1438

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh  Hasnaini, S.Ag.,  sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat .

                                         Ketua Majelis,

                                                              

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,              Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi                    H.M.Asy’ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Putusan Nomor : 321/Pdt.G/2017/PA.Smd. ............................................................................................ 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

 

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Proses Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 255.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai                                              Rp.                          6.000,-  

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
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